PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR {0 TAHUN 2017

TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT LAHAT,

&

Menimbang

bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan efektifitas
pelaksanaan penyelenggaraan Pemungutan Pajak Daerah, dipandang perlu
untuk menyempurnakan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821); '
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);
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Menetapkan

b.

10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah®terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lahat Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Dacrah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lahat;

. Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun 2008 tentang Sistemn dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG  SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Buapti ini yang dimaksud dengan:

=

Daerah Adalah Kabuapten Lahat;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pernenntah Daerah;

Bupati adalah Bupati Lahat

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang, dengan ndak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha mapun yang tidak melakukan
usaha vang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasidana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau orgainsasi
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa  penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainmya dengan dipungut bayaran,yang mencakup
juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenmisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar
lebih dari 10 {sepuluh);

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran;

Restoran adalah  fasilitas penyedia makanan dan / atau minuman
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,
kafetaria, kantin, warung, bar, sejenisnya termasuk jasa boga/katering;

10. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaran hiburan;



11.

12,

13.

15.

16.

19

20,
. Subjek pajak adalah orang pnbadi atau badan yang dapat dikenakan

22.

25.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,
dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan
corak ragamnya dirancang untuk tuyjuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian
umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat,
dibaca, didenganr, dirasakan, dan/atan dinikmati oleh umum;

. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,

baik vang dihasilkan sendin maupun diperoleh dari sumber lain;

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar
badan jalan, baik yang disediakan berkiatan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor;

Parkir adalah keadaan ndak bergerak suaiu kendaraan yang tidak

bersifat sementara;

. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan
air tanah;

. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah ataun baman
dibawah permukaan tanah;
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahan sarang burung walet;
Burung walet adalah yang termasuk marga collocalia linchr ;

pajak;

Wajib pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau
badan ,meliput pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak, vang mempunyaai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Masa pajak adalah jangka 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu
lain diatur dengan peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender
vang menjadi dasar bag wanib pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang;

. Tahun pajak adalah jangka waktu lamanyal (satu) tahun kalender

kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender;

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat
dalam masa pajak dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak



26.

27.

31.

32.

33.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah;

Pemungutan adalah suatu  rangkaian kegiatan mulai  dan
penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan
besarnya pajak atan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta
pengawasan penyelorannya;

Surat pembentahuan pajak daerah ,yang selanjuinya disingkat
SPTPD,adalah surat vang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundanf-undangan perpajakan daerah;

. Surat Setoran Pajak Daerah yang selamjutnya disingkat SSPD adalah

bukti pembayaran pajak vang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjukan oleh Bupat;

Surat ketetapan pajak dacrah vang selanjuinya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yvang terutang,

Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi admimstranf dan jumlah p;jak yang harus dibayar;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan ,yang
selamuinya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

Surat ketetapan pajak daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah vang terutang seharusnya tidak
terutang;

Surat ketetapan pajak Dacrah Lebih Bayar yang selanjutnya  disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak menentmkan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena lebih besar dari pada pajak yvang terutang
atau seharusnya tidak terutang;



94. Surat tagihan Pajak Daerah vang selanjummya disingkat STPD adalah

2 surat untuk melakukan tagihan pajak .danfalau sanksi administratf
berupa bunga dan/atau denda;

35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan, hitung, dan/atau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan  perpajakan  daerah yang terdapat dalam  Surat
Pembenitahuan Pajak Terutang, surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembemlan atau Surat Keputusan Keberatan;

36. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajk Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongn atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
wajib pajak;

37. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan mformasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang tutup dengan

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi

untuk periode tahun pajak tersebut.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah yang diatur
dalam Peraturan Bupati im meliputi:

a. Pendaftaaran dan Pendataan

b. Penetapan

¢. Penyetoran

d. Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran
e. Pembukuan dan Pelaporan

[. Penagihan

g. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, ketetapan dari Penghapusan atau
Pengurangan sanksi Administrasi.



Pasal 3
(1) Dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah sebagmmana
dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk sistem dan prosedur Pengelolaan
Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Alas
Tanah dan Bangunan.
(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
Pasal 4
(1) Isi dan uraian Sistem dan prosedur Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

: Kabupaten Lahat.
Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal, J- - 2017
BUPATI
; IN ASWARI RIVA~I
Diundangkan di Lahat /
Pada tanggal, 9 - 2~ 2017
SERKETARIS DAERAH LAHAT

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 10




BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah  dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban
menyclenggarakan otonom daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara,
Pemberian - kewenangan dan  pengeloaan  keuangan daerah  balk  pendapatan  maupun
pengeluarannya.

Berdasarkan Pasal 99 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 99 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah, bahwa Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD
atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, Dan SKPDKBT diatur dengan
Peraturan Bupan. Disamping itu, memperhankan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13
Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengeloiaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012,
terutama ketentuan  Bab XVII  Ketentuan Penutup, Pasal 142 dinyatakan hal-hal yang belum
cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut oleh Bupau.

Dalam Perda tersebut, pasal 2 mengenai ruang lingkup kguangan daerah dinyatakan
bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

I. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

2, Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar
tagthan pihak ketiga;

3. Penenimaan daerah;

4. Pengeluaran daerah;

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,
piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat diniliai dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan dacrah;

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintah daeran dan/atau kepentingan umum.

Memperhatikan aturan dasar dan mengingat aturan pedoman pelaksanaan tentang
pajak dan retmbusi daerah belum ada dan pentingnya pedoman pengadministrasian
pendatatan maka dipandang perlu untuk menyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten lahat mengacu pada Keputusan Menteri Dalam
Negen Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,



Retribusi Daerah dan Penenmaan Pendapatan Lain-lain dengan menyesuaikan pada
[ 'ndang-undang Nomor 28 Tahun 2009

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah  dimaksudkan untuk
mendukung terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan pendapatan asli daerah Pemerintah
Kabupaten Lahat.

Adapun tujuannya adalah sebaga pedoman dan petunjuk bagi seluruh SKPD untuk
mengadministrasikan pemungutan, pembukuan dan pelaporan atas pajak daerah yang dikelolanya.
dengan demikian terdapat kesamaan pemahan bagi seluruh SKPD dalam pengadministrasian
pengelolaan pagak daerah.

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Urutan penyajian Penyusunan Sistem dan Prosedur Pajak Daerah ini mengacu pada
Keputusan Menteri Dalam Negern Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur
Admmistrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan dan Lain-lain, yaitu ;
1. Pendaltaran dan Pendataan
2. Penetapan
3. Penvetoran
1. Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran
4. Pembukuan dan Pelaporan
6. Keberatan dan Banding
7. Penaghan ’
#. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan
Sanksi Administrasi
9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
Untuk memudahkan pemahaman, setiap sistem dan prosedur dari suam
kegatan/sub kegiatan disajiakn dalam sistematika sebagai berikut :
1. Pengertian
Berisi penjelasan tentang prosedur yang dinraikan.
2. Pihak-pihak yang terkait
Berisi semua pihak-pihak yang terhibatdalam sistem dan prosedur dari suatu kegiatan
uratan im dimaksudkan untuk menghindan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
3. Formulir dan daftar/buku yang digunakan



Berisi [ormulir dan daftar/buku vang digunakan dalam sistem dan prosedur suatu
kegiatan yang diurakan, .

1 4. Prosedur

Merupakan uraikan langkah-langkah pelaksanaan pekeerjaan dalam suatu kegiatan,
serta_hubungannya dengan kegiatan yang lain, untuk menghasilkan data atau informasi
vang akan menjaci masukan bagi pelaksanaan kegiatan yang lainnya.

5. Bagan Alur
Bagan alur menjelaskan alur dokumen maupun alur pekerjaan yang
dilaksanakan dan awal sampai berakhirmnya suat kegiatan. Selain itu, juga menjelaskan
jenis pekerjaan, jenis dokumen yang digunakan, serta alur pendistribusian, jenis
dokumen yang digunakan, serta alur pendistribusian dokumen dan satu pihak/bagian
kepada pihak/bagian lain yang terkait dalam duatu proses pelaksanaan sistem dan

prosedur.




BAB II ‘
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-hesarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Sistem dan prosedur administrasi pajak daerah Kabupaten Lahat mengatur tata cara
urutan pelaksanaan pekerjaan administrasi perpajakan dalam suatu proses yang berkesinambungan
dalam suatu fungsi untuk menghasilkan masukan bagi pelaksanaan kegiatan pada fungsi lain.

Sistem dan prosedur administrasi pajak pada Kabupaten Lahat terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan
ulama yang masing-masing akan dijelaskan berikut ini.

A. PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Kegiatan Pendaftaran dilakukan untuk mendaftarkan Wajib Pajak (WP) baru dengan cara
penetapan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah (official assessment) atan  dibayar sendiri oleh WP
(sell assessment).

Sedangkan kegiatan Pendataan dilakukan untuk WP baru maupun untuk WP yang sudah
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dengan menggunakan salah satu metode
tersebut (Officral Assessment atau Sell Assessmend) i
Kegiatan Pendaftaran dan pendataar terdin dari beberapa sub kegiatan dangan penjelasan dibawah
ini.

1. Kegiatan Pendaftaran Dengan Cara Penetapan Oleh Bupati (Official Assessment) atau

Dibayar Sendin (Self Assessment)
l. Pengertian
2. Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses pendaftaran Wapb Pajak dengan cara
Penetapan oleh Bupati (Official Assessment) atau Dibayar Sendini (self assessment).
3. Pihak-pthak Yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur pendaftaran WP baru adalah:
I  Subbid Pendaftaran dan Pendataan, dan
2  Wajib Pajak



4. Prosedur .

- a. Subbid Pendaltaran dan Pendataan menyiapkan Formulir Pendaftaran;
b. Menverahkan Formulir Pendaftaran kepada WP setelah dicatat dalam Daftar

Formulir Pendaftaran dan dibuatkan tanda terimanya;

¢. Setelah formulir pendaftaran diterima WP dan tanda terima telah ditandatangani
oleh WP atau yang diben kuasa, Subbid Pendaftaran ‘dan  Pendataan
mengarsipkan tanda terimanya;

d. WP atau yang diberi kuasa mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi

| lampiran yang diperlukan dan menyerahkan kembali ke Badan Keunangan
Daerah;

e. Berdasarkan formulir pendaftaran dann WP, Subbid Pendaftaran dan Pendataan

memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya.

(1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar
Formulir Pendaftaran dibeni tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya
dicatat dalam Daftar Induk WP, Daftar WP per Golongan, serta dibuatkan
Kartu NPWPD;

(2) Apabila belum lengkap Formuhr Pendaftaran dan lampiannya
dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke
Badan Keuangan Daerah;

f. Setelah NPWPD dibuat rangkap dua, Asli diserahkan kepada Wajib Pajak dan
tembusannya sebagai arsip.
4) Formulir dan Daftar/Buku Yang Digunakan dalam pelaksanaan ini antara lain :

a. Formulir Pendaftaran (DPA-01A, DPD-01B);

b. Kartu NPWPD (DPD-05A, DPD-05B);

c. Tanda Terima (DPD-01A, DPD-01B);

d. Daftar Formulir Pendaftaran (BK-01);

¢. Daltar Induk WP (BK-04);

f. Daftar WP Per Golongan (BK-06);




5) Bagan Alur

SUBBID
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK
Mulai
. L Daftar WP
Persiapan Form )
. |
e Form |} _____ . '
; Pendataan
dicata ' | Tanda
\ | Terima r
:
Daftar
SPTPD
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2.

Kegiatan pendataan Untuk Wajib Pajak Baru Dengan Cara Penetapan Oleh Bupati
(Official Assessment)

1), Pengertian
Sistem dan prosedur ini memjelaskan proses pendataan wajib pajak baru secara
penetapan oleh Bupan secara official assessment.

9). Pihak-pihak Yang Terkait
Pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur pendataan WP baru adalah:

% Subbid Pendaltaran dan Pendataan, dan
b. Wajib Pajak
3). Prosedur

a.  Subbid Pendaftaran dan Pendataan menyiapkan Formulir Pendataan (Surat
Pemberitahnan Pajak Daerah/SPTPD);

b. Menyampaikan Formulr Pendataan (SPTPD) kepada WP setelah dicatat
dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda tenmanya;

c.  Setelah Formulir Pendataan (SPTPD) diterima WP dan tanda terima telah
ditandatangani oleh WP atau yang diberi kuasa, Subbid Pendaftaran dan
Pendataan mengarsipkan tanda tenimanya;

d. WP atau vang dibenn kuasa mengsi formulir pendataan (SPTPD) dan
melengkapi lampiran yang diperlukan dan menyerahkan kembali ke Badan
Keuangan Daerah (BKD);

¢.  Berdasarkan formulir pendataan dari WP, Subbid Pendaftaran dan
Pendataan menerima  dsn memeriksa kebenaran dan kelengkapan
pengisiannya; j

(1) Apabila pengisiannya telah benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar
Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan;
(2) Apabila belum lengkap Formulir Pendataan (SPTPD) dan lampirannya
dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi dan diserahkan ke Badan
Keuangan Daerah;
I. Mencatat data pajak daerah dalam Kartu Data yang selanjutnya dilakukan
proses penetapan.
4) Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan
2. Formulir Pendataan (SPTPD) (DPD-02A, DPD-02B, DPD-02C, DPD-02D,
DPD-02E, DPD-02F, DPD-02G, DPD-02H);
b. Kartn Data (DPD-04A, DPD -04B, DPD-04C, DPD-04D, DPD-04E, DPD-04F,
DPD-04G, DPD-04H);

¢. Tanda Terima (DPD-02A, DPD-02B, DPD-02C, DPD-02D, DPD-02E, DPD-

02F, DPD-02G, DPD-02ZH);

d. Daftar SPTPD (BK-02, BK-03).
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3. Kegiatan Pendataan WP Yang Sudah Memiliki NPWPD Dengan Cara Penetapan
Bupati (Official Assessment)

1) Pengertian

a. Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses pendataan wajib pajak yang

sudah memiliki NPWPD secara penetapan oleh Bupati atau secara Official

Assesment

2) Pihak-pihak Yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur pendaftaran WP Lama Adalah:

.

b.

Subbid Pendaftaran dan Pendataan, dan

Wapb Pajak

3) Prosedur

b.

d.

Berdasarkan Daftar WP, Subbid Pendaftaran dan Pendataan menyiapkan

Formulir Pendataan (SPTPD);

Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada WP, setelah dicatat

dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda terimanya;

Setelah Formulir Pendaftaran diterima WP dan Tanda Terima Telah

Ditandatangani oleh WP atau yang diberi kuasa, Subbid Pendaftaran dan

Pendataan mengarsipkan tanda terimanya;

WP atau vang diberi kuasa mengsi formulir pendataan (SPTPD) dan

melengkapi lampiran yang diperlukan dan menyerahkan kembali ke Badan

Keuangan Daerah;

Berdasarkan SPTPD dari WP, Subbid Pendafiaran dan Pendataan menerima

dan memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya;

(1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar
Formulir Pendataan diben tanda dan tanggal penerimaan;

(20  Apabila belum lengkap, formulir Pendataan (SPTPD) dikembalikan
kepada WP untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke Badan
Keuangan Daerah;

Mencatat data Pajak daerah dalam Kartu Data untuk selanjutnya digunakan

sebag ai sumber data untuk proses Penetapan.

4) Formulir dan Daftar / buku Yang digunakan

a.

Formulir Pendataan (SPTPD) (DPD-02A , DPD-(2B, DPD-02C, DPD-
02D, DPD-02E, DPD-02F, DPD-02G, DPD-02H);

Kartu Data (DPD-04A, DPD-04B, DPD-0MC, DPD-04D, DPD-04E, DPD-
04F, DPD-04G, DPD-04H);

Tanda Terima (DPD-02A, DPD-02B, DPD-02C, DPD-02D, DPD-02E,
DPD-02F, DPD-02G, DPD-02H);

. Daltar SPTPD (BK-02).
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4. Kegiatan Pendataan WP Yang Sudah Memiliki NPWPD Dengan Cara Dibayar Sendin
(sell Assessment) .
1). Pengertian
Sisten dan Prosedur ini menjelaskan proses pendataan wajib pajak yang sudah
memiliki NPWPD dengan cara dibayar sendin atau secara Self Assessment
92). Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur pendaftaran WP Lama adalah:

a. Subbid Pendaftaran dan Pendataan, dan

b. Wajib Pajak

3). Prosedur

2. Subbid Pendafiaran dan Pendataan mempersiapkan Formulir pendataan SPTPD

b. Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) dan dibuatkan tanda terimanya;

¢. Setelah Formulir Pendataan diterima WP dan tanda terima telah ditandatangani

oleh WP atau yang diberi kuasa, Subbid Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan
tanda terimanya;

d. WP atau vang diberi kuasa mengisi formulir pendataan (SPTPD) dan melengkapi
lampiran yang diperlukan termasuk Rekapitulasi penerimaan per Jemis Layanan,
dan menyerahkan kembali ke Badan Keuangan Daerah (BKD);

Berdasarkan SPTPD darn WP, Subbid Pendaftaran dan Pendataan memeriksa

&

kebenaran dan kelengkapan pengisiannya;

(1)  Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir
Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan;

(2)  Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTPD) dikembalikan kepada
WP untuk melengkapi;

[, Mencatat data pajak daerah dalam Kartu Data dan kedalam Daftar SPTPD WP Self
Assessment
4) Formulir dan Daftar/Buku vang Digunakan

a.  Formulir SPTPD (DPD-02);

b. Kartu Data (DPD-04);

¢. Tanda Terima (DPD-02);

d. Daftar SPTPD (BK-02);

¢.  Daltar SPTPD WP Self Assessment (BK-03)
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B. PENETAPAN

Kegiatan penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh WP ;Iapai melalui cara penetapan
oleh Bupati selaku Kepala Daerah (Official Assessment) atau (Sell Assessment). Kegiatan ini
terdiri dari beberapa sub kegiatan dengan uraian dibawah ini.

1. Kegiatan Penctapan Dengan Cara Penctapan Bupati (Official Assessment)

1)

3

4)

Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses penetapan jumlah pajak yang harus dibayar

oleh WP dengan cara penetapan oleh Bupati selaku Kepala Daerah (Official

Assessment)

Pihak-Pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain :

a.  Subbid Penetapan

b. Wajib Pajk;

¢. Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak; dan

d. Bidang Pendapatan Ash Daerah

Prosedur

a. Bedasarkan Kartu Data dari Subbid Pendaftaran dan Pendataan, Subbid Penetapan
membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah;

b. Berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Daerah, diterbitkan SKPD atau SKPDT jika
terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru
dan mencatatnya ke dalam Daftar SKPD/SKPDT;

c. SKPD/SKPDT ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah atas
nama Kepala BKD dan disiapkan tanda terimanya. SKPD/SKPDT dibuat rangkap
5 (lima), dengan Distribusi sebagai berikut:

(1) Ash untuk Wapnb Pajak

(2) Tembusan Masing-masing untuk Bidang Akuntansi, Bidang Pendapatan Ash
Daerah.

(3) Arsip.

d. Subbid Penetapan mendistribusikan tembusan SKPD/SKPDT kepada pihak-pihak
terkait. Sedangkan Asli SKPD/SKPDT disampaikan kepada Wajib Pajak dan
dibuatkan tanda terimanya;

e. Setelah asli SKPD/SKPDT yang terbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat
waktu paling lama 30 (tiga pulub) hari sejak SKPD/SKPDT diterima, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan
menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Formulir dan Daltar/Buku yang Digunakan

Formulir dan Daftar/Buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem Prosedur i

antara lain:



i

= °

b

Kartu Data (DPD-04A, DPD-04B, DPD-04C, DPD-04D, DPD-04E, DPD-04F,
DPD-04G,DPD-04H); '

Nota Perhitungan Pajak Daerah (DPD-08);

SKPD/SKPDT (DPD-10A, DPD-10B);

Tanda Tenma;

Daftar SKPD/SKPDT (DPD-10A, DPD-10B);
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), (DPD-11A)
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9. Kegiatan Penetapan Dengan Cara Dibayar Sendini atau Self Assessment
1) Pengertian
Sistern dan prosedur ini menjelaskan proses penetapan jumlah pajak yang harus dibayar
oleh WP dengan cara dibayar sendiri (Self Assessment)
2) Pihak-pihak vang Terkai
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sisten dan prosedur ini antara lain:
a. Wajib Pajak;

b, Subbid Pendaftaran dan Pendataan;




3)

C.
d.

e,

Subbid Penetapan;
Subhbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;

Bidang Pendapatan Ashi Daerah;

Prosedur

.

b.

d.

Setelah WP membayar pajak terhutang berdasarkan SPTPD, dicatat dalam Kartu

Data;

Berdasarkan Kartu Data dan Haasil Pemeriksaan atan keterangan lain, Subbid

Penetapan membuat Nota Perhitungan Pajak dengan cara menghitung jumlah pajak

terhutang dan jumlah kredit pajak yang diperhutangkan dalam Kartu Data;

Berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Dearah tersebut dibuat surat ketetapannya

yaitu:

(1) Jika pajak terhutang atau tidak dibayar maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daeralt Kurang Bayar (SKPDKB);

(2) Jika tidak terdapat selisih antara pajak Terhutang dan Kredit Pajak, maka
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);

(9) Jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama dengan akibat ditemukannya
data baru, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan (SKPDKBT) ;

(4) Tika terdapat kelebihan pembayaran pajak terhutang maka diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

Setelah pembuatan surat ketetapan selesai, dicatat dalam Daltar Surat Ketetapan

(SKPDKB, SKPDN, SKPDKBT, SKPDLB);

Surat ketetapan ditandatangani oleh Kepala Bidang Péndapalan Asli Daerah atas

Nama Kepala BKD, dan daftar surat ketetapan tersebut ditandatangani oleh Kepala

Bidang Pendapatan Ali Daerah (PAD). Surat Ketetapan (SKPDKB, SKPDN,

SKPDKBT) dibuat rangkap 5 (lima) dengan distribusi sebagai berikut.

(1) Asli untuk Wajib Pajak;

(2) Tembusan masing-masing untuk Subbid Penagihan, pembukuan dan Pelaporan
dan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah

(3) Arsip;

Subbid penetapan mendistribusikan tembusan SKPDKB, SKPDN, dan SKPDKBT

kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan asli SKPDKB, SKPDN, SKPDKBT

disampaikan kepada Wajib Pajak dan dibuatkan tanda terimanya;



g Setelah SKPDKB, SKPDN dan SKPDKBT Asli diterima wajib pajak dan tanda
terima telah ditandatangani, seksi Penetapan mengmsil‘akannya;

h. Sanksi administrasi atas jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB,
SKPDKBT berupa kenaikan pokok dan bunga diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 8
Tahun 2012;

i. Apabila SKPDKB, SKPDKBT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah
lewat wakiu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB, SKPDKBT
diterbitkan, WP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan dengan menerbitkan STPD.

1) Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan

Formulir dan Daftar/Buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini

antara lain:

Surat Teguran untuk memasukkan SPTPD (DPD-06);

b. Kartu Data (DPD-04);

r. Laporan Pemeriksaan (DPD-07);

d. Nota Perhitungan Pajak Daerah (DPD-08);

e. SKPD (DPD-10A)

[. SKPDN (DPD-10C);

g. SKPDKB (DPD-10D);

h. SKPDKBT (DPD-10E);

i. STPD (DPD-11)

J. SKPDLB (DPD-101); dan

k. Daftar Surat Ketetapan (BK-09);
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3. Kegiatan Penetapan Secara Jabatan

1) Pengertian

2)

3)

Sistemn dan prosedur ini menjelaskan kegiatan penetapan pajak terutang secara jabatan.
Hal ini dilakukan karena waib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk mengsi
SPTPD.

Pihak-pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain yaitu :

&
b.

C.

Wapb Pajak;
Subbid Pendaftaran dan Pendataan
Subbid Penetapan

d. Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan

e. Bidang Pendapatan Ash Daerah

Prosedur

2. Berdasarkan kartu data dari hasil pemeriksaan dan atau keterangan lain karena
SPTPD tidak disampaikan dan telah diberikan surat teguran untuk memasukkan
SPTPD, Subbid Penetapan Membuat Nota Perhitungan Pajak Daerahy;

b. Atas Dasar Perhitungan Pajak Daerah, Subbid Penetapan menerbitkan
SKPD/SKPDKB dan dicatat dalam dafiar Surat Ketetapan;

c. SKPD/SKPDKB ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah
(PAD) atas nama Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD). Daftar Surat Ketetapan
ditandatangani oleh Kepala Bidang PAD Surat Ketetapan (SKPD dan SKPDKB)
dibuat rangkap 5 (lima) dengan distribusi sebagai berikut:

(1) Asli untuk Wajib Pajak ‘

(9) Tembusan masing-masing untuk Subbid Penetapan, Subbid Penagihan,
pembukuan dan Pelaporan dan Bidang Pendapatan Asli Daerah

(3) Arsip

d. Subbid Penetapan mendistribusikan tembusan SKPD/SKPDKB kepada pihak-
pihak terkait. Sedangkan Asli SKPD/SKPDKB disampaikan kepada Wajib Pajak
dan dibuat tanda terimanya;

e. Setelah Asli SKPD/SKPDKB diterima wajib pajak dan tanda terima telah
ditandatangani, Subbid penetapan mengarsipkannya;

[. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB karena berdasarkan hasil

pemeriksaan pajak terutang tidak atau kurang dibayar dan jika SPTPD tdak
disampaikan kepada Bupati dalam 15 (lima belas) hani dan telah ditegur tertulis,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka wakt paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak;



£

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPD[(B karena kewapban mengisi

SPTPD tidak dipenuhi dan pajak yang terutang ditetapkan secara Jabatan,
dikenakan sanksi aadministrasi berupa kenaikan dari pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga yang dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pulu empat) bulan dihitung sejak
saal terutangnya pajak; |

Sanksi administrasi atau jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB,
berupa kenikan pokok bunga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat
Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Lahat Nomr 8 tahun2012;

. Apabila SKPD/SKPDKB yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah jatuh

tempo yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak,
wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah atau STPD.

Formulir dan Daftar/Buku Yang Digunakan

Formulir dan Daftar/Buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur im

antara lain:

.
b.

cl.

- |

= o

-
.

Surat Teguran untuk Memasukkan SPTPD (DPD-06);

Kartu Data (DPD-04A, DPD-04B, DPD-04C, DPD-04D, DPD-04E, DPD-04F,
DPD-04G, DPD-04H);

Tanda Terima (DPD-06);

Laporan Pemeriksaan (DPD-07);

Nota Perhitungan Pajak Daerah (DPD-08);

SKPD (DPD-10A);

SKPDKB (DPD-10C);

STPD (DPD-11A);

Daftar Surat Ketetapan (BK-20); dan

Daftar Surat Teguran untuk memasukkan SPTPD/SPTRD (BK-08)
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C. PENYETORAN .
Kegiatan penyetoran oleh WP atau pihak yang diberi kuasa melalni BUD/Kas Dacrah.
Sistern dan prosedur kegiatan tersebut diuraikan berikut ini:
1. Kegiatan Penyetoran Melalui BUD/Kas Daerah untuk Self Assessment
1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan kegiatan penyetoran kewajiban perpajakan
daerah oleh wajib pajak langsung ke rekening BUD/Kas Daerah pada Bank.

2) Pihak-pthak Yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini adalah:

a.
b.
(o
d.

C.

L.

Wagib Pajak;

Bendahara Umum Daerah/Kas Daerah;
Bendahara Penenima/BKP;

Subbid Penctapan;

Subbid Pendaftaran dan Pendataan; dan
Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;

3 Prosedur
a. Kas Daerah/Bank menerima setoran atau uang pajak daerah dari WP dengan

media penyetoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Buktd Setoran
Bank/Slip Setoran. SSPD dibuat rangkap 5 (lima) dengan distnbusi sebagai
berikut:

(1) Asli untuk Wayb Pajak;

(2) Bendahara Umum Daerah/Kas Daerah;

(3) Bendahara Penenma/BKP;

(4) Subbid Pendaftaran dan Pendataan; dan

(5) Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan

3 Prosedur

A.

Kas Daerah/Bank menerima setoran uang pajak daerah dann WP dengan media
penvetoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Bukti Setoran Bank/Shp
Setoran. SSPD dibuat rangkap 5 (Lima) dengan distribusi sebagai berikut:

(1) Asli untuk Wajib Pajak

(2) Tembusan Masing-masing untuk Bendahara Penerimaan/BKP;

(3) Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;

(4) Bidang Pendapatan Asli Daerah

(5) Arsip.



d.

Selanjutnya setelah SSPD dan buku setoran Ban]_dS]ip Setoran divalidasi dan

dicap oleh Pejabat Kas Daerah/Phak Bank, BUD/Kas Dacrah Menyerahkan

asli dari SSPD dan Bukti Setoran Bank/Slip Setoran kepada Wajib Pajak.

Sedangkan tembusan disampaikan kepada pihak yang terkait, khusus untuk

Bendahara Penerimaan/BKP dilampiri Bukti Setoran Bank/Slip Setoran.

Berdasarkan media penyetoran (SSPD) dan Bukti Setoran Ba;n]dSlip Setoran

vang telah divalidass dan dicap oleh BUD/Kas Daerah, Bendahara

Penerimaan/BKP mencatat setoran tersebut dalam Register STS/SSPPD, dan

Buku Penerimaan dan Penyetoran. Buku Penerimaan dan Penyetoran dibuat

Rangkap 4 (Empat) dengan distribusi sebagai berikut:

(1) Asli sebagai Arsip

(2) Tembusan masing-masing untuk Subbid Penagihan, Pembukuan dan
Pelaporan, Subbid Pendaftaran dan Pendataan Serta Subbid Penetapan.

Bendahara Penerimaan/BKP secara Periodik (bulanan) membuat Laporan

Pertanggungiawaban  (LP]) Administratifl Kepada Kepala BKD dan LI]

Fungsional yang ditandatangani oleh Kepala BKD. LPJ] Fungsional dibuat

rangkap 3 (tiga) dengan distribusi kepada:

(1) BKD;

(2) Bidang Pendapatan Asli Daerah; dan

(3) Arsip;

4) Formulir dan Daftar yang Digunakan
Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistern dan prosedur

ini antara lamn:

.
b.

C.

SSPD (DPD-12);
Register STS/SSPD;

Buku Penerimaan dan penyetoran;

. LP] Admimstratf;

LPJ Fungsional;
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2. Kegiatan Penyetoran Melalui BUD/Kas Dacrah Untuk Official Assessment
1) Pengertian ’
Sistem dan prosedur ini menjelaskan kegiatan penyetoran kewajiban perpajakan
daerah oleh wajib pajak langsung ke rekening BUD/Kas Daerah di Bank.
2) Pihak-pihak yang Terkat

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini adalah:

a.  Wajib Pajak;

b. Bendahara Umum Daerah/Kas Daerah;

¢. Bendahara Penerimaan/BKP;

d. Subbid Penetapan;

e. Subbid Pendaltaran dan Pendataan dan;

[.  Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;

3) Prosedur

2. Kas Daerah/Bank menerima setoran uang pajak daerah dan WP disertm
dengan Sural Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan media Penyetoran Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD) serta Bukti Setoran Bank/Ship Setoran.

SSPD dibuat rangkap 4 (empat) dengan distribusi sebagai berikut:

(1) Ash untuk Wajib Pajak;

(2) Tembusan masing-masing untuk Bendahara Penernmaan/BKP, Subbid
Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;

(3) Arsip;

b. Selanjutnya setelah SSPD dan Bukti Setoran Bank/Shp Setoran di cap oleh
pithak Bank, BUD/Kas Daerah menyerahkan asli dari SSPD dan Bukti Setoran
Bank/Slip Setoran kepada Wajib Pajak. Sedangkan tembusan disampaikan
kepada pihak yang terkait, khusus untuk Bendahara Penerimaan/BKP dilampiri
Bukti Setoran Bank/Ship Setoran.

¢. Berdasrkan media penyetoran (SSPD) dan Bukti Setoran Bank/Slip Setoran
yang telah di cap oleh BUD/Kas Daerah, Bendahara Penerimaan/BKP
mencatat setoran tersebut dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran dan
Register STS/SSPD. Buku Pembantu Penerimaan dan Penyetoran dibuat 4
(empat) dengan distribusi sebagai berikut:

a.  Asli sebagai Arsip;
b. Tembusan masing-masing untuk Subbid Penetapan, Subbid Pendafiaran
dan Pendataan serta Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.

d. Bendahara Penerimaan/BKP secara periodik (bulanan) membuat Laporan
Pertanggungiawaban (LP]) Administratif kepada Kepala Badan Keuangan
Daerah (BKD) dan LPJ Fungsional yang ditandatangani oleh Kepala BKD. LF]
Fungsional dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi kepada:




(1) BKD;
(2) Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
(D Arsip;
4) Formulir dan Daftar vang Digunakan

Formulir dan daltar/bukn yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur

ini antara lain

(1) SSPD (DPD-12);

(2) Register STS/SSPD;

(3) Buku Penerimaan dan Penyetoran;

(4) LP] Administratif;

(5) LP] Fungsional.
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D. PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Dalam kondisi tertentu Wajib Pajak (WP) dapat memohon angsuran atau penundaan

pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya sesuai dengan prosedur yang telah
ditentukan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub bagian yang akan diuratkan dibawah ini.
1. Pengajuan Permohonan Angsuran Pembayaran

1) Pengertian

2)

3

Sistern dari prosedur ini menjelaskan pengajuan permohonan angsuran pembayaran

kewajiban perpajakan daerah oleh wajib pajak dan pemberian persetuan atau
penolakan dari Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD).

Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain:

b.

C.

d.

C.

Wajib Pajak:

Subbid Penetapan;

Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah;
Kepala BKD

Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;

Prosedur

.

Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah atas nama Kepala BKD menerima
Surat Permohonan Angsuran dari wajib pajak dan selanjutnya didisposisi ke
Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan dicatat dalam Buku
Register Permohonan Angsuran;

Setelah im dilakukan peneliian untuk dijadikan bahan dalam pembenan
keputusan persetujuan,/penolakan permohonan angsursn oleh Kepala BKD
Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan menyampaikan hasil penelitian
dan surat permohonan angsuran kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang
Pendapatan Asli Daerah untuk mendapatkan keputusan.

Apabila Kepala BKD tidak menyetujui permohonan tersebut, Subbid
Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan membuat Surat Pemberitahuan
Penolakan Angsuran. surat pemberitahuan dibuat 2 (dua) rangkap dengan
distribusi asli diserahkan kepada wajib pajak dan tembusan sehagai arsip.
Apabila Kepala BKD menyetujui permohonan tersebut, Subbid Penagihan,
Pembukuan dan Pelaporan membuat Surat Perjanjian  Angsuran dan
dimintakan tandatangan kepada Kepala BKD Surat perjanjian angsuran dibuat 2



{dua) rangkap dengan distribusi ashi untuk wajib pajak dan satu tembusan untuk
arsip. |
[. Selannjutnya dicatat dalam Daftar Surat Perjanjian Angsuran dan dibuat 2 (dua)
rangkap dengan distribusi kepada Subbid Penagihan, Pembukuan dan
Pelaporan, serta satu tembusan untuk arsip.
g Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan menyerahkan Surat Perjanjian
Angsuran atau Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran kepada WP dan
Daftar Surat Perjanjian Angsuran kepada pihak-pihak yang terkait.
4) Formulir dan Daftar/Bukn Yang Digunakan
Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur
ini antara lain:
a. SSPD (DPD-12);
b. Surat Permohonan Angsuran (DPD-15);
¢. Surat Perjanjian Angsuran (DPD-17);
Buku Register Permohonan Angsuran (BK-12);
e. Daftar Surat Perjanjian Angsuran (BK-13);

=
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| 2. Kegiatan Pengajuan Permohonan Penundaan Pl:mbayamnl
1) Pengertian

Sistem  dan prosedur ini menjelaskan pengajuan permohonan penundaan

pembayaran  kewajiban  perpajakan  daerah oleh wajib pajak dan pemberian

persetujuan atan penolakan dari Kepala Badan Keuangan Daerah
9) Pihak-pihak Yang Terkait '

Pihak-pihak vang terkait dengan pelaksanaan sistem dan prosedur ini terdiri dari:

a. Wanb Pajak;

b. Kepala BKD

¢. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerak;

d. Subbid Penetapan; dan

¢.  Sublid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.

3 Prosedur

2. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah atas nama Kepala BKD menerima
Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dar wapb pajak dan selanjutnya
didisposisi ke Subbid Penetapan dan dicatat dalam Buku Register Permohonan
Penundaan Pembayaran;

b. Setelah itu dilakukan penclitian untuk dijadikan bahan dalam pembernian
keputusan persetujuan/penolakan penundaan pembayaran oleh Kepala BKD

¢. Subbid penetapan menyampaikan hasil penchtian dan surat permohonan
penundaan kepada Kepala BKD untuk mendapatkan keputusan;

d. Apabila Kepala BKD tidak menyenijui permohonan tersebut, Subbid
Penetapan membuat Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran.
Surat pemberitahuan dibuat 2 (dua) rangkap dengan distribusi asli diserahkan
kepada wajib pajak dan tembusan sebagai arsip;

e. Apabila Kepala BKD menyetujui permohonan ftersebut, Subbid Penetapan
membuat surat persetujuan penundaan pembayaran dan dimintakan tanda
tangan kepada Kepala BKD, selanjutnya dicatat dalam Dafiar Persetujuan
Penundaan Pembayaran
Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dibuat 3 (tign) rangkap dengan
distribusi untuk  Kepala Bidang PAD, Subbid Penagihan, Pembukuan dan
Pelaporan serta satu tembusan untuk arsip

. Subbid  Penetapan  menyerahkan  Surat  Persenyjuan  Penundaan
Pembayaran/Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran kepada
WP dan Persetijuan Penundaan kepada pihak-pihak yang terkait

4) Formulir dan Daftar/Buku Yang Digunakan
a.  Surat Permohonan Penundaan Pembayaran (DPD-16);
b. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran (DPD-18);




c. Surat pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran (DPD-19);
d. Buku Register Permohonan Penundaan Pembayaran (BK-14);
¢. Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran (BK-15)
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F. KEBERATAN DAN BANDING |
Keberatan merupakan snatn cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak apabila merasa
kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya. Sedangkan apabila
Wajib Pajak tidak/belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, Wajib
Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
1. Kegiatan Penyelesaian keberatan
1) Pengertian
Sistern dan prosedur ini menjelaskan proses penyelesaian keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak atas ketetapan pajak daerah yang terutang. Keberatan diajukan
secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat ketetapan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Keberatan dapat
diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui
wajib pajak.
9) Pihak-pihak Yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain:
a. Wajib Pajak;
b. Subbid Pendaftaran dan Pendataan;
Subbid Penetapan;
Kepala Bidang PAD
e. Kepala BKD;
f. Bupau;
g. Subbid Penagihan, Pembukuan Dan Pelaporan;
3) Prosedur

o P

a. Subbid penetapan menerima Surat Permohonan Keberatan dari WP dan
mencatatnya kedalam Buku Register Surat Permohonan Keberatan;

b. Setelah itu, Subbid Penetapan meneliti kelengkapan permohonan keberatan
WP, dan dilakukan penelitian kembali, kemudian dibuat Laporan Hasil
Penelitian;

¢. Subbid Penetapan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian dengan dilampiri
surat permohonan keberatan kepada Kepala BKD untuk ditelii dan
diperimbangkan apakah permohonan keberatan dapat diterima atau ditolak;




d.

Setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BKD berkas keberatan WP
disertai pertimbangan Kepala BKD kepada Bupati untuk mendapatkan
keputusan terhadap keberatan yang diajukan oleh WP tersebut

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima, harus memben keputusan atas keberatan yang diaukan;
Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila jangka waktu 12
(dua belas) bulan telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

Apabila permohonan keberatan tidak disetujui, subbid pendaftaran dan
pendataan membuat surat keputusan penolakan keberatan, Sedangkan apabila
disetujui, subbid pendaftaran dan pendataan membuat surat keputusan
keberatan;

Kedua surat keputusan keberatan tersebut ditandatangani oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk, surat keputusan penolakan keberatan dibuat rangkap 2
(dua) vaitu asli untuk WP dan arsip dan sedangkan surat keputusan keberatan
dibuat rangkap 4 (empat) yaitu asli untuk WP, satu untuk Arsip dan dua
tembusan untuk Subbid Penagihan, Fembukuan dan Pelaporan serta Subbid
Penetapan;

Berdasarkan surat keputusan keberatan dicatat dalam buku Register Surat
Keputusan. Selanjutnya Subbid pendaftaran dan pendataan surat keputusan, ash
kepada WP dan tembusan kepada pihak yang terkait.

4) Formulir dan Daftar/Buku vang Digunakan

Formulir dan daftar/buku yang digimakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur

ini antara lain:

a
b.
c.
d.

€.

f.

Laporan Hasil Penelitian Kembali (DFD-25);

Surat Keputusan Penolakan keberatan (DPD-28);
Surat Keputusan Keberatan (DPD-27);

SKPDLB (DPD-10 I)

Buku Register Surat Permohonan Keberatan (BK-25);
Buku Regster Surat Keputusan Keberatan (BK-26);
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PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Kegmatan Pembukuan dan Pelaporan merupakan fungsi penting dalam pengendalian sistem
dan prosedur ini, Pembukuan dan pelaporan dapat digunakan sebagai bahan untuk

perencanaan dan pengendalian fungsi-fungsi lain agar begalan sesuai dengan ketentuan.
Kegiatan ini terdiri dani 3 (tiga) sub kegiatan sehagaimana diuraikan berikut ini.
|. Kegiatan Pembukuan penetapan

1) Pengertian

)

4)

Sistem dan prosedur i menjelaskan mengenal kegiatan yang harus dilakukan
dalam membukukan atan mencatat penetapan pajak daerah berdasarkan dokumen
penetapan yang ada.

Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksaan sistem dan prosedur ini, antara lain:

a. Subbid Penetapan

b. Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan

Prosedur

a. Berdasarkan Daftar SPTPD WP Self Assessment, Daftar SKPD, Dafiar
SKPDKB, Dafiar SKPDKBT, Daftar SKPDN, Daftar SKPDLB dan Dafiar
STPD, Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mencatal data pajak ke
dalam Buku Jenis Pajak masing-masing pada kolom penetapan vang tersedia;

b. Berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan STPD,
Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mencatat data pajak kedalam
Buku Wajib Pajak sesnai dengan NPWPD dani WP masing-masing pada kolom
penctapan yang tersedia; ’

¢. Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mengarsipkan seluruh dokumen
yang telah dicatat dengan memben nomor urut file.

Formulir dan Daftar/Buku Yang Digunakan

Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur

int antara lan:

a. SKPD (DPD-10A);

b. SKPDN (DPD-10C);

c¢. SKPDKEB (DPD-10D);

d. STPDKB (DPD-10D);

e. STPD (DPD-11);

f. SKPDLB (DPD-1 OF).




g Daftar SPTPD WP Self Assessment (BK-03);
h. Daftar Surat Ketetapan (BK-09);

i. Buku Jenis Pajak (BK-16);

3. Buku WP (BK-18)

5) Bagan Alur
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dan SPTPD )
Pencatatan
|
rﬂu:Waiib Pajak (Kolom Penetapan)
Selesai
2. Kegatan Pembukuan Penernmaan

1) Pengertian |
Sistem dan prosedur im memjelaskan mengena kegiatan yang harus dilakukan atau

mencatal penyetoran pajak daerah berdasarkan dokumen penyetoran yang ada.
2} Pihak-pihak yang Terkait




3

4

Pihak-pihak vang terkaitdalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini, antara lain:

a. Subbid Pendaftaran dan Pendataan; '

b. Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan

Prosedur

a. Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mencatat realisasi penyetoran
pajak daerah kedalam Buku Jenis Pajak masing-masing pada kolom Penyetoran
yang tersedia atas dasar :
{1) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis;
(2) Daftar Bukti Pemindahbukuan

b. Selanmutnya berdasarkan SSPD dan Bukt Pemindahbukuan yang telah disahkan
oleh Subbid Pendaftaran dan Pendataan, Subbid Penagithan, Pembukuan dan
Pelaporan mencatat kedalam Buku WP sesuai dengan NPWPD dan WP
masing-masing pada kolom Penyetoran yang tersedia;

c. Mengarsip/Menyimpan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan memberi
nomor urut file.

Formulir dan Daftar/Buku Yang Digunakan

Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur

i antara lain:

a. Surat Setoran Pajak Daerah/ SSPD (DPD-12);

b. Bukt Pemundahbukuan (DPD-23);

¢. Buku Pembantu Pencenmaan Sejems (BK-10);

d. Daftar Bukti Pemindahbukuan (BK-39)




5) Bagan Alur

SUBBID PENDAFTARAN DAN SUBBID PENAGIHAN, PEMBUKUAN
PENDATAAN DAN PELAPORAN
Mulai
— i
1. Buku pem. Penerimaan Sejenis 1. Buku pem. Penerimaan Sejenis
2. Daftar Buktl Pemindahbukuan 2. Daftar Bukti Pemindahbukuan
Pencatatan V
Buku lenis Retribusi (Kolom
Penyetoran)
Bukti Pemindahbukuan
| | Bukti Pemindahbukuan

3

Pencatatan

m Waijib Pajak (Kolom Penetapan)

Selesai

3. Kegiatan Pelaporan

1) Pengertian
Sistem dan prosedur ini menjelaskan mengenai kegiatan pelaporan yang harus
dilakukan atas pembukuan ketetapan pajak daerah dan penyetoran pajak daerah
oleh wajib pajak berdasarkan dokumen yang ada

2) Pihak-pihak yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain:
a. Subbid Pendaftaran dan Pendataan
b. Subbid Penetapan;
c. Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;




3)

4)

d.

C.

Kepala BKD;
Bidang PAD

Prosedur

.

d.

g

Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan membuat Daftar Penetapan,
Penerimaan dan Tunggakan per Jenis Pajak Daerah atas Dasar Buku Jenis
Pajak vang telah dijumlahkan dari kolom Penetapan dan kolom Penyetorannya;

Selanjutnya Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan membuat Daftar

Tunggakan per WP atas dasar Buku WP yang telah dijumlahkan dari kolom

Penetapan dan kolom Penyetorannya;

Berdasarkan Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jeis Pajak
Daerah dan Daftar Tunggakan per WP, Subbid Penagihan, Pembukuan dan
Pelaporan membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Laporan
dibuat 4 (empat) rangkap;

Menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah kepada
Kepala BEKD untuk di otonsasi /ditandatangans;

Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mendistribusikan Laporan
Realisasi Penerimaan dan Tunggkan per Jenis pajak, serta Daltar Tunggakan
per WP kepada:

(1) Bidang Akuntansi;

(2) Subbid Penetapan;

(3) Bidang PAD

(4) Arsip

Petugas pada Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan membuat Daftar
Realisasi Setoran Masa pada akhir periode/ masa atas dasar Buku WP yang
telah dijumlah pada akhir periode. Daftar im dibuat rangkap 2 (dua) dengan
distribusi untuk Subbid Penetapan aerta arsip Subbid Penagihan, Pembukuan
dan Pelaporan;

Mengajukan Daftar Realisasi Setoran Masa (Self Assessment) kepada Kepala
Bidang PAD untuk ditandatangam dan disahkan;

. Mendistribusikan  Daftar Realisasi Setoran Masa  (self” Assessment) kepada

Subbid Penetapan serta satu tembusan sebagai arsip

Formulir dan Data/Buku Yang Digunakan

Formulir dan Daftar/Buku vang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur

in antara lain:




a.  Formulir Laporan Realisasi Penerimaan Pendapalﬂnlnacra]'l (DPD-24)
b. Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan Per jenis (BK-20);

¢.  Daftar Tunggakan Per WP (BK-21);

. Daltar Realisasi Setoran Masa (BK-23);

¢. Buku Jenis Pajak (BK-16);

[, Buku WP (BK-18)




5) Bagan Alur
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2.

Kegiatan Banding

Wajib pajak dapat mengajukan penno!mn;m banding hanya kepada
pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh
Bupati. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan
alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dan
dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersecbut. Pengajuan banding
menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan sebulan sejak tanggal
penerbitan putusan banding. Jika pengajuan keberatan atau banding dikabulkan
sebagian tau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga 2% (Dua Persen ) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan yang dihiting sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam ha! keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, wajb pajak
dikenakan sanksi administratil berupa denda 50% ( Lima Puluh Persen) dari jumlah
pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan, kecuali wajib pajak mengajukan banding.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib
pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (Seratus Persen) dari
jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang
telah dibayar sebelum mengapukan keberatan.

G. PENAGIHAN
Penagihan pajak dilakukan apabila sampai batas waktu yang ditentukan WP belum
melakukan kewajibannya. Proses penagihan dalam sisdur administrasi pajak meliput

beberapa kegiatan yaitn: penagthan dengan surat teguran, penagihan dengan surat paksa,

penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan yang dilanjutkan dengan

pengumuman dan pelaksanaan lelang atau pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang

apabila WP beritikad baik dan melaksanakan kewajibannya yang tertunda. Kegatan

penagihan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yang diuraikan lebih lanjut dibawah mi.

Kegiatan Penagihan Dengan Surat T'eguran

1) Pengertian
Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka
melakukan penagihan kepada wajib pajak atas ketetapan pajak daerah yang sudah
jatuh tempo tetapi belum ada pembayaran.

2) Pihak terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain:
a. Wajib Pajak;
b. Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;




3)

4)

¢. Juru Sita;

d. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (B UPLﬂ};

e. Subbid Penetapan;

f. DBupat

Prosedur

Berdasarkan tunggakan per WP, subbid penagihan, pembukuan dan pelaporan

melakukan pengolahan data Wajib Pajak yang telah 7 (tujuh) han setelah batas

waktu jatuh tempo pembayaran tapi belum ada pembayaran dan membuat Surat

Teguran.

Surat Teguran dibuat rangkap 3 (oga) dengsn distribusi:

(1) Ash untuk wagib pajak;

(2) Satu tembusan untuk Subbid penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;

(3) Arsip

4. Berdasarkan Surat Teguran, Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan
penagihan mencatat dalam daftar surat teguran/surat paksa;

b. Selanjutnya surat teguran disampaikan ke Kepala Badan Keuangan Daerah
untuk diotorisasi dan mencatatnya dalam kartu kendali;

¢.  Subbid penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mendistribusikan surat teguran
kepada WP dan pihak yang terkait.

Formilir dan Daftar/Buku yang digunakan

Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur

ini antara lan :

a. Surat Teguran (DPD-29);

b. Daftar Surat Ketetapan (BK-09);

¢. Buku Penerimaan dan Penyetoran ;

d. Buku Register SK Keberatan (BK-26);

e. Daftar Surat Teguran/Surat Paksa (BK-28);

. Buku Kendali (BK-27);



5) Bagan Alur
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9. Kegiatan Penagihan Dengan Surat Paksa
1) Pengertian
Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkah® yang dilakukan untuk melakukan

penagihan uang pajak dan biaya penagihan uang pajak kepada wagb pajak
2) Pihak-pihak Yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistern dan prosedur ini antara lain
a. Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
b. Kepala BKD:;
c¢. Wajib Pajak;

d. Subbid Penetapan




3) Prosedur

d.

Berdasarkan Daftar Surat Teguran/Surat Paksa Sul;bitl Penagihan, Pembukuan
dan Pelaporan melakukan pengolahan data untuk WP yang setelah lewat waktu
91 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran belum menyetor Pajak
terutangnya dan diajukan dengan pembuatan surat paksa.

Surat Paksa dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi:

(1) Ashi untuk Wajib Pajak

(2) Satu tembusan untuk akuntansi dan pelaporan

(3 Arsip

Berdasarkan surat paksa, Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan encatat
dalam surat teguran/surat paksa;

. Selanjutmya Surat Paksa disampaikan ke Kepala Badan Kenangan Daerah untuk

diotorisasi dan mencatamya dalam kartu kendali

. Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mendistribusikan Surat Paksa

kepada WP dan pihak yang terkait. Penyusunan Surat Paksa kepada WP yang

bersangkutan melalui juru sita pajak

Formulir dan Daltar/Buku yang Digunakan

Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur

ini antara lain:

d.

B o

0.

Surat Paksa (DPD-30);

Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (DPD-31);
Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BK-10);
Daftar Surat Teguran/Surat Paksa (BK-28);




5) Bagan Alur
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9. Kegiatan Penagihan dengan Surat Perintah Mclaksanakan Penyitaan

1) Pengertian
Sistem dan prosedur ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus
dilakukan untuk melakukan penagihan dengan menerbitkan surat perintah
melaksanakan penyitaan, Hal ini dilakukan apabila utang pajak ddak dilunasi
Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah diberikan surat paksa.

2) Pihak-pihak Yang Terkait
Pihak-pihak yvang terkait dalam pelaksanaaan sistem dan prosedur ini antara lain:
a. Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;

b. Kepala BKD




C.

Juru Sita Pajak

d. Wajib Pajak

3 Prosedur

4)

.

b.

Berdasarkan daltar surat teguran/surat paksa, Subbid Penagihan, Pembukuan
dan Pelaporan melakukan pengolahan data untuk WP yang belum melunasi
hutang Pajaknya 2 x 24 jam (Dua Hari) setelah tanggal Surat Paksa dan
pembuatan surat perintah melaksanakan penyitaan, Penerbitan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan dibuat Rangkap 3 (tiga) dengan distribusi :

(1) Asli untuk Wajib Pajak;

(2) Tembusan Untuk Juru Sita Pajak;

(3) Arsip

Berdasarkan Surat Perintah Mclaksanakan Penyitaan, Subbid Penagihan,
Pembukuan dan Pelaporan mencatat Daftar Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan;

Selanjutnya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan disampaikan ke Kepala
BKD untuk diotorisasi dan setelah mencatatmya kedalam Kartu Kendali.

Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mendistribusikan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan pihak yang terkait;

Atas Dasar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Juru Sita Pajak
melaksanakan penyitaan dengan menyegel barang-barang milik WP yang boleh
disita menurut Perundang-undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan
Sitag

Mendasarkan BA Pelaksanaan Sita, Juru Sita Pajak membuat Laporan
Pelaksanaan Penyitaan dengan diketahai oleh Kepala BKD

Formulir dan Daftar/Buku vang Digunakan
Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur

ini antara lain:

a.
b.

C.

it |

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (DPD-32);
Berita Acara Pelaksanaan Sita (DPD-33);

c. Laporan Pelaksanaan Penyitaan (DPD-34);
d.

Dalftar Surat Ketetapan (BK-09);

Buku Penerimaan dan Penyetoran

Buku Kendali (BK-27);

Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (BK-29)




5) Bagan Alur
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4. Kegiatan Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang

1) Pengertian
Sistern dan prosedur ini menjelaskan langkah-langkah untuk mengumumkan dan
pelaksanaan llelang aras barang yang disita untuk membayar biaya penagihan pajak
dan utang pajak

2) Pihak-pihak vang terka
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain:
a. Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
b. Kepala BKD
c. BUPLN/KPKNL




3) Prosedur

1)

b.

d.

Berdasarkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, Subbid Penagihan,
Pembukuan dan Pelaporan melakukan pengolahan data dan membuat Surat
permintaan Pelaksanaan Lelang untuk WP yang belum melunasi hutang
pajaknya sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) han sejak
tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Surat Permintaan Pelaksanaan
Lelang dibuat rangkap 2 (dua) dengan distribusi : ash untuk BUPLN/KPRNL
dan tembusan untuk arsip;

Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang disampaikan kepada Kepala BKD untuk
diotorisasi dan selanjutnya  dicatat  kedalam Daftar Surat Permintaan
Pelaksanaan Lelang:

Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mendistribusikan Surat
Permintaan Pelaksanaan Lelang ke BUPLN/KPKNL;

Memeriksa hari, tanggal dan jam Pelelangan yang disetujuin oleh Kepala BKD
dan Penyiapan Berkas penyitaan WP yang akan dilelang.

Setelah berkas penyitaan WP lengkap dan waktu sudah mendapat persetujuan
dari Kepala BKD, menyampaikan permintaan penegasan kepada Badan
Urusan Pintang dan Lelang Negara/Kantor Pelavanan Kekayaan Negara dan
1 ¢lang (BUPLN/KPKNL);

Berdasarkan Surat permintaan Pelaksanaan Lelang dan Berkas Penvitaan WP
yang bersangkutan, BUPLN/KPKNL melaksanakan Pengumuman Lelang:
BUPLN/KPKNL. melaksanakan Lelang sesuai dengan hari, tanggal, dan jam

vang telah ditentukan.

Formulir dan Daftar/Buku vang Digunakan

Formulir dan daftar/buku yang digunakan antara kan:

.

b.

.

Formulir Surat Permintaan pelaksanaan Lelang (DPD-35);
Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (BK-29);
Daftar Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang (BK-32);




5) Bagan Alur
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5. Kegatan Pencabutan Penyitaan dan Pengunuman Lelang
1) Pengertian
Sistem dan prosedur ini menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam rangka
mencabut  kembali rangka penagihan  dengan penyitaan dan  pengumuman
pelelangan karena wajib pajak telah melunasi hutang pajaknya sesudah Penerbitan




2)

3)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sampai dengan sebelum Pengumuman

L elang.

Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain :

.

Iy

Ce

Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;

Juru Sita Pajak;

BUPLN/KPKNL

Prosedur

.

d.

Berdasarkan buku pembantu penerimaan per jemss, Subbid Penagihan,
Penagihan dan Pelaporan mengola data dan membuat surat pencabutan
pennyitaan untuk WP yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah penerbitan
surat perintah melaksanakan penyitaan sampai dengan sebelum pengumuman
lelang. Surat Pencabuatan penyitaan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi:

(1) Ash untuk wajib pajak;

(2) Tembusan untuk juru sita pagak;

(3) Arsip

Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan menyampakan surat
pencabutan penyitaan kepada Kepala BKD untuk diotorisasi, selanjutnya dicatat
kedalam Daftar Surat Pencabuatan Penyitaan;

Setelah dicatat, Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mendistribusikan
surat pencabutan tersebut yaitu : ashi untuk wajib pajak dan tembusan untuk jura
sita pajak dan arsip;

Berdasarkan tembusan  surat pencabutan penyitaan, juru sita pajak
melaksanakan pencabutan penyitaan dengan pembuatan berita acara
pencabutan penyitaan;

Selanjumya membuat laporan pelaksaan pencabutan penyitaan dengan
diketahui oleh Kepala BKD; Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan
melakukan monitoring penyetoran WP sepertt huruf a diatas untuk mengetahui
WP yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah pengumuman lelang sampai
dengan sebelum pelaksanaan lelang;

Berdasarkan pengolahan data pada huruf f, Subbid Penagihan, Pembukuan dan
Pelaporan membuat surat pencabutan pengumuman lelang untuk WP yang
telah melunasi hutang pajaknya sesudah pengumuman lelang sampai dengan




1)

h.

sebelum pelaksanaan lelang. Surat pencabutan pengumuman lelang dibuat
rangkap 3 (tga) dengan distribusi : '

(1) Ash untuk BUPLN/KPKNL

(2) Tembusan untuk juru sita pajak

(3) Arsip

Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan menyampaikan surat
pencabutan pengumuman lelang kepada Kepala BKD untuk diotonsasi,

selanjutnya dicatat kedalam daftar surat pencabutan pengumuman lelang
danmkartu kendali;

Setelah dicatat, Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mendistribusikan
sural pencabutan tersebut melalmi juru sita pajak, yaitn : ash untuk
BUPLN/KPKNL dan ternbusan untuk juru sita pajak dan arsip;

Berdasarkan Surat  Pencabutan Pengumuman Lelang, BUPLN/KPKLN
membatalkan pengumuman lelang yang sudah dilakukan.

Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan
Formulir dan daltar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur

ini antara lain:

a.
b.

C.

Surat Pencabutan Penyitaan (DPD-36);
Surat Pencabutan Pengumuman Lelang (DPD-37);
Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan (DPD-38);

. Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan (DPD-39);

Daltar Surat Ketetapan (BK-09);

Buku Penerimaan dan Penyetoran

Buku Kendali (BK-27)

Daftar Surat Pencabutan Penyitaan (BK-30);

Daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang (BK-31)



5) Bagan Alur

| SUBBID KEPALA BKD | JURU SITA WAJIB BUPLN/KPKNL |
PENAGIHAN, PAJAK PAJAK
PEMBUKUAN DAN
PELAPORAN
Mulm
Surat Surnt
BF Pencri Pencabutan Pencabutan
;:;:'ﬂs Penyitaan Penyitnan
Pembuatan Sural
\—. Penyitaan
Surat
Pencabhainn Pelaksanaan
s Togke
Surat
Surnt
Penyitann - Otorisasi
- ireneabaan
g T Periyitaan
————|
S Surad
- Pencabutan
?P';m“ Il % Aonshoms H Pembuatan
=1 |
Daftar Sn
Percabutan Lap. Pelaks.
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---._.--""_-——
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Lelang Lelang

Kartu
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v

Selesai




fi. Kegiatan Penagihan Dengan Surat Penintah Penagihan Seketika Dan Sekaligus

)]

2)

3

Pengertian

Sistern dan prosedur ini menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan penagihan
atas hutang pajak vang belum disetor oleh wajib pajak.

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penaghan pajak yang
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal

jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak,

masa pajak, dan tahun pajak.

Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan Scketika dan Sekaligus dilaknkan

apabila:

a. Penangmung pajak akan meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya atau
berniat untuk itu;

b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai
dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau
pekerjaan dilakukannya di Indonesia

c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penaggung Pajak akan membubarkan badan
usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki  atan  dikoasamya, atau
melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. Teradi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat
tanda-tanda kepailitan

Pihak-pihak vang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur i antara lain:
Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;

b. Juru Sita Pajak;

c. Wapb Pajak;

d. Subbid Penetapan

Prosedur

a. Berdasarkan buku pembantu  penerimaan  sejenis, Subbid Penagihan,
Pembukuan dan Pelaporan melakukan pengolahan data dan membuat Surat
Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S) untuk WP yang belum
Menvetor.

SPPS dan S dibuat rangkap 3 (iga) dengan distribusi:
(1) Asli Untuk Wajib Pajak;

(2) Tembusan untuk uru Sita Pajak;

(3 Arsip




1)

. Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan menyampaikan Surat Perintah

Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S) kepada Kepala BKD untuk
diotorisasi, selanjutnva dicatat dalam Daftar Surat Perintah Penagihan Seketika
dan Sekaligus (SPPS &S);

Setelah dicatat, Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mendistribusikan
Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus (SPPS & S) terscbut yaitu : ash
untuk Wajib Pajak dan tembusan untuk Juru Sita Pajak dan arsip;

Berdasarkan tembusan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS
& 8); Juru Sita Pajak Melaksanakan Penagihan;

Selanjutnya membuat laporan pelaksanaan surat perintah penagihan seketika
dan sekaligus dengan diketahui oleh Kepala BKD.

Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai barikut:

(1) Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan

(2) Subbid Penetapan;

(3) Arsip

Setelah ditandatangani Kepala BKD, Juru Sita Pajak mendistribusikan kepada
pihak yang terkait.

Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan
Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur

ini antara lain:

a.
b.

Surat Perintah Penagihan Sekaligus dan Seketika (SPPS & S) (DPD-40);
Laporan Pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS &
§) (DPD-41) “

Buku Penerimaan dan Penyetoran;
Daftar SPPS & S (BK-33)




5) Bagan Alur

Selesai
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H. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB vang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tuhs dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekelimuan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
Perundang-undangan perpajakan daerah atas permohonan Wajib Pajak atau karena
jabatannya.

1. Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam

melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atan

pengurangan sanksi administrasi.
9. Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain:

a. Wajib Pajak;

b. Fungsi Keberatan;

c. Kepala BKD

d. Subbid Penagihan Pembukuan dan Pelaporan;

e. Subbid Pendaftaran dan Pendataan;

f. Subbid Penetapan

3. Prosedur

a. Fungsi keberatan menerima Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan’
Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
dari WP dan mencatatya kedalam Buku Register Surat Permohonan Pembetulan,
Pembatalan, PenguranmnKetetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi
Administrasi;

b. Menelitt kelengkapan permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan
Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi WP, setelah
dilakukan peneliian dan bila perlu dilakukan pemeriksaan, dibuat laporan Hasil
Penelitan;

c. Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada kepala BKD untuk diteliti dan
dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima
Apabila permohonan ditolak, Fungsi Keberatan membuat Surat Keputusan
Penolakan Pembemlan rangkap 4 (empat) dengan distribusi : Asli untuk Wajib

—



d.

Pajak, Tembussan masing-masing untuk Subbid Pendaftaran dan Pendataan dan
Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan serta Ar;‘.ip;

Apabila permohonan diterima, Fungsi keberatan membuat Surat Keputusan
Perbetulan rangkap 4 (empat) dengan distribusi : asli untuk wajib pajak, tembusan
masing-masing untuk Subbid pendaftaran dan pendataan dan seksi Subbid
Penagihan, Penagihan dan Pelaporan serta arsip

Menyampaikan Surat Keputusan yang telah disetujui oleh kepala BKD kepada
Bupati untuk diotorisasi.

Setelah surat keputusan diotorisasi, Fungsi Keberatan mencatat Surat Keputusan
Penolakan kedalam Buku Register Surat Keputusan Penolakan Pembetulan dan
mencatat Surat Keputusan Pembetulan Kedalam Buku Register Surat Keputusan
Pembetulan;

Selanjumya Surat Keputusan didistribusikan kepada WP dengan tembusan kepada
pihak-pihak yang terkait

Formulir dan Daftar/Buku yvang Digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini

antara lamn ;

a.
b.
¢

d.

SKPD (DPD-10A);

SKPDN (DPD-100);

SKPDKB (DPD-10D);

STPDKBT (DPD-10E);

STPD (DPD-11);

Surat Permohonan Pembetulan (DPD-20);

Laporan Hasil Penelitian;

h. Surat Keputusan Penolakan Pembetulan (DPD-22);

Surat Keputusan Pembetulan (DPD-21);

SKPDLB (DPD-10F);

Buku Register Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan
Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Admimstrasi (BK-34);

Buku Register Surat Keputusan Pembemlan (BK-35);

. Buku Register Surat Keputusan Penolakan Pembetulan (BK-36);



5. Bagan Alur
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9. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati, dan Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan harus memberikan keputusan sejak diterimanyva permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak. Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah dilampaui
dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
pembavaran pajak diangzap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama sebulan.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dan apabila dilakukan lebih lama, Bupati
memberikan imbalan bunga sebesar 2% scbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran pajak.

1. Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran oleh wajib pajak dan penerbitan

SKPDIB serta penerbitan SPMKPD scbagai dasar pengembalian kelebihan

pembayaran.

2. Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain :

a. Wapb Pajak;

b. Subbid Pendaftaran dan Pendataan;

¢. Kepala Bidang Pendapatan Ash Daerah (PAD);

d. Bupaty;

e. Subbid Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan

.  Subbid Penetapan;

g BUD/Kuasa BUD.

3. Prosedur

a. Subbid Pendaftaran dan Pendataan menerima surat permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya atas surat permohonan tersebut dilakukan
pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaaan.

b. laporan pemeriksaan ditandatangani oleh petugas dan dimintakan konfirmasi
kepada WP dan apabila telah disetujui WP ikut menandatangani laporan
pemeriksaan.

¢. Mencatat data perpajakan kedalam kartu data, selanjutnya diserabkan kepada
petugas yang melakukan penghitungan untuk dilakukan penghitungan penetapan
kelebihan pembayaran pajak.




d.

L.

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut diperhitungkan dengan hutang/tunggakan

pajak yang lain dan kemudian dibuat nota pcrhimn@nl

Setelah  diperhitungkan dengan  hutang pajak vyang lain termmyata kelebihan

pembayaran pajak kurang/sama dengan hutang pajak lainnya tersebut maka WP

menerima bukti pemindahbukuan, sebagai bukti pembayaran/kompensasi dengan

pajak terhutang dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan

Bukti pemindahbukuan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi : asli untuk wajib

pajak, tembusan masing-masing untuk Subbid Penagihan, Pembukuan dan

Pelaporan dan arsip

Setelah disetujui oleh Kepala Subbid pendafiaran dan pendataan sclanjumya bukt

pemindahbukuan didistribusikan kepihak yang terkait.

Apabila setelah  diperhitungkan/dikompensasikan dengan ternyata kelebihan

pembayaran pajak temnyata lebih besar dibandingkan dengan hutang pajak, maka

WP akan menerima bukti pemindahbukuan dan  sebagai  bukn

pembayaran/kompensasi dan diterbitkan SKPDLB. SKPDLB dibuat rangkap 3

(tiga) dengan distribusi asli untuk wajib pajak, tembusan untuk Subbid penagihan

serta satu tembusan untuk arsip.

Subbid pendaftaran dan pendataan menyampaikan SKPDLB ke Kepala Bidang

PAD untuk diotorisasi atas nama Bupati selnjutnya didistribusikan kepada pihak

yang terkait.

Selanjutnya  berdasarkan SKPDLB  diproses penerbitan SPMKPD. SPMKFPD

dibuat rangkap 23 (tiga) dengan distribusi : ash untuk BUD/Kuasa BUD, satu

tembusan untuk kepala BKD dan satu tembusan untuk arsip.

SPMKPD sclanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk diotorisasi untuk

kemudian didistribusikan kepada pihak-pihak yang terkait

BUD/Kuasa BUD, berdasarkan SPMKPD memproses penerbitan SP2D untuk

mengembalikan kelebihan pembyaran pajak kepada Wapb Pajak. SP2D buat

sekurang-kurangnya rangkap 4(empat) dengan ditribusi sebagai berikut :

1) Asl untuk Wapb Pajak;

9) Tembusan masing-masing untuk Bank tempat penyimpanan Kas Daerah dan
Subbid Penagihan, Pembukuvan dan Pelaporan

3 Arsip

Setelah SP2D ditandatangani, BUD/Kuasa BUD mendistribusikan pada pihak-

piliak yang terkat.




4. Formubh dan Daltar/Buku yvang digunakan

Formulir dan Daftar/Buku vang digunakan dalam pciaksa:tlaan sistern dan prosedur ini

antara lan

a.  Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah (SPPKPPD)
(DPD-42)

b, SKPDLB (DPD-10F)
SPMKPD (DPD-43)

d. Buku Pemindahbukuan (DPD-23)

e.  Daltar Surat Ketetapan (BK-09)

f.  Daftar SPMKPD (BK-37)




Keterangan Lampiran-Lampiran

1. Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD)

. Pajak Hotel

. Pajak Restoran
. Pajak Hiburan
. Pajak Reklame

. Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan

® Q 0 T 9o

Hh

. Pajak Parkir
. Pajak Sarang Burung Walet

Q




PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT No: /SPTPD/XX[X/2017
Badan Keuangan Daerah Masa Pajsk - 0%/01/2018 s.d. 31/01/2016
Alamat : L. KOLONEL BURLIAN, KELUARAHAN BANDAR JAYA. KECAMATAN LAHAT, T ¢ T8
KABLIPATEN LAHAT
SPTPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
Pajak Hotel
Kepada : Yth,

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

D% - LAHAT

NPWPD Al
Nama Lisaha

DOOmOCE . X, XX

L)

PERHATIAN :
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK
7. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kemball kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah, paling lambat tanggal 15 bulan berfkutnya.

4. Ketsrambatan penyarahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran

A, DIISI OLEH WAJIB PAJAK [ PENANGGUNG PAJAK

P

4

Golongan Hotel : Hotal Melati Dua

Jumiah dan Tari! Kamar Hotel

I Na Golongan Kamar Tarif (Rp) Jumlah Kamar
|

i 1

Menggunakan Cash Register : EI 1. ¥a 2, Tidak

Mengadakan Pembukuan : l:l 1. Ya 2. Tidak

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK /| PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT

Jumizh Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran folo copy dokumen))

No

Kode Rekening Uraian

Dasar Pengenaan

Tarit Pajak Terhutang

4.1.1.01.08.01 Hotel Metatl Dua

10,00

Jumiah

FOMMLUILIR SFTPD - Holsl

Halaman 1 dan 2




C. PERNYATAAN
Dengan  menyadari  sepenuhnya akan segala  akibat  termasuk  sanksi-sanksi sesual  dengan  ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya ber kuasa menyatakan apa yang telah kaml beritahukan
tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas
LAKAT,  iiiiinsinssioimiosnsisisotipion
Nama Jelas
D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA
Diterima Tanggal
Nama Petugas
NIP
{ ]
Guniting di sinl
No. Formulir : DOMOX/SETROON2017
TANDA TERIMA
Nama
Alamat
Nama Usaha
Yang Menerima

FORMIILIE SPTRT - Hote!

Halaman 2 darl 2




PEMERINTAH KABUPATEM LAHAT No ; /SPTPD/xx/x/ 2017

Badan keuangan Daerah

Alamat 1L, KOLONEL BURLIAN, KELUARRMAN BANDAR JAYA, KECAMATAN LAHAT,
KABUPATEN LAHAT

Masa Pajaic
Tahun Pajak

SPTPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
Pajak Restoran

Kepada : Yth.
KEFAL® Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat
D = LAHAT

NPWPD

Kama Usaha

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 {dua) dan ditulis dengan huruf CETAK

2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

1. Setelah disi dan ditandatangani harap diserahkan kemball kepada Badan Keuangan Daerah

, paling lambat tanggal 15 bulan berkutrya.
4. Keteriambatan penyerahan darl tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran

A. DIIST OLEH WATIB PAJAK | PENANGGUNG PAJAK

1.  Restoran
Ne Meja Yang Terseda 1 Jumiah Kursi Jumiah Pengunjung Rata-rata Perhari
L\
2. Menggunakan Cash Register - ‘:‘ 1. Ya 2. Tidak :
3. Mengadakan Pembukuan - D 1. Ya £ Tidak
B. DITSI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT
Jumiah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran foto copy dokumen)
] Kode Rekening Uraian Dasar Pengenaan Tarif Pajak Terhutang (Rp)
1
Jusmiah
FORMUILIA SPTPD - AESTORAN Halaman 1 dar 2

te——




_ = = — —_— —

C. PERNYATAAN

tersebut diatas beserta amplran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Dengan  menyadari  sepenubnya akan segala akbat  termasuk  sanksi-sanksl secual dengan  ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya berl kuasa menyatskan apa yang talah kami beritahukan

MNama Jelas
D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA
Diterima Tanggal 18 Desember 2015
Hama Petugas . SANTI MARIA,SE
NP ¢ 19740318 200701 2003
( b
Gunting di sini
No, Formulir
TANDA TERIMA

Nama

Alamat

Mama Uszaha

LAHAT, cvcomeiorimpmsiionss
¥ang Menerima

FORMULIR SPTPD - RESTCRAN

Halaman 2 dan 2




PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT NO:  [SPTPD/XX/X/2017
Badan Keuangan Daerah R ed
Alamat @ L KOLONEL BURLIAN, KELUARAHAN BANDAR JAYA. KECAMATAN LAHAT, Tahun Paak
KARUPATEN LAHAT
SPTPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
Pajak Hiburan

Kepada : Yth.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

Df - LAHAT

NPWPD
Mama Usaha

s P2, 000mOGE, X, KK

PERHATIAN :
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulls dengan huruf CETAK

7. Beri Momor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
Setefah dilsi dan ditandatangan| harap diserahkan kemball kepada Dinas Pendapatan, Pangelolaan Keuangan
dan Aset Daerah, paling lambat tanggal 15 bulan berfkutrya,

4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK

Hibwuran yang disefenggarakan
Harga tanda masuk yang berlaku

. Permainan Ketangkasan
© Rp

Jumiah pertunjukan rata-rata pada hari biasa
Jumiah pertunjukan rata-rata pada har libur / minggu

Jumiah pengunjung rata-rata pada harl biasa
Jumiah pengunjung rata-rata pada hari libur / minogu

Jumiah meja / mesin Buah

Jurmiah kamar / ruangan Buah

Apakah perusahaan menyediakan karcls bebas kepada orang-orang tertentu
lika ¥a berapa Jumiah yang beredar . Buah
Penjualan karcis dengan mesin tiket : Ij 1. ¥a

Mengadakan Pembukuan

:m 1. Y¥Ya

:|:| i ¥a 2. Tidak

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK [/ PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT

Jumiah Pembayaran dan Pajak rerhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran foto copy dobkurnen)

No

Korte Rekening

Uralan

Dasar Pengenaan

Tarit Pajak Terhutang

Jurriah

FORMULIR SETPD - Hibrar

Halaman 1 dan 2

C—1




———————
C. PERNYATAAN

!
|

ketentuan
mmﬂmmﬂmmaHMIMawmmm
p-mnttmg—undammymgbmakuiwaammmmmaﬂmﬁmhmmmmmhm
tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Nama Jelas

D. DITSI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tanggal I [
Mama Petugas ]

NIP

Gunting di sinl

Mo, Formulir
TANDA TERIMA

Alamat

Nama Usaha

FORMULIR SFTR - Hibuman Halaman 2 darl 2




PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT NO : [SPTPD /00 xf 2017

Badan Keuangan Daerah

IMasa Pafek @ OL/07/2015 s.d. 01/07/2016
Alamat | I KOLONEL BURLTAN, KELUARAHAN BANDAR JAYA. KECAMATAN LAHAT,
MARUPATEM LAHAT [Tahun Pajak : . i1
SPTPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
Pajak Reklame
Kepada : Yth.
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
Df - LAHAT
NPWPD
Mama Usaha
PERHATIAN :

1. Harap disl dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK
Berl Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
Setelah disi dan ditandatangani harap diserahkan kemball kepada Badan Keuangan Daerah
, paling lambat tanggal 15 bulan berikubya.
4. Keterlambatan penyerahan darl fanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK [ PENANGGUNG PAJAK

1. Data Obyek Pajak

No Jenis Reklame dan Judul Lokasi Pemasangan Ukuran Jumiah Jangka Waktu
1 T P 2] 2
(F " s.d
T ] [
FORMULIE SPTPD - REKLAME Halaman 1 dari 2

(— 1




B. PERNYATAAN

Dengan  menyadari  sepenuhnya  akan  segala  akibat  termasuk sanksl-sanksi sesuai  dengan  ketentuan
perundang-undangan  yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telsh kaml beritahukan
tarsehut diatas heserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tangoal
Nama Petugas
NIP

Gunting di sini

No. Formulir

TANDA TERIMA

Nama i
Alamat

Nama Usaha

LAHAT, ..ooomcin vessemnanss
Yang Menerima

FORMIILIA SPTPL - REXLAME Halaman 2 dad 2




PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

Badan Keuangan Daerai

Alamat - I EDLONEL BURLIAN, KELLARAHAN BANDAR JAY A, KECAMATAN LAHAT,

KABUPATEN LAHAT

|SPTPD/XX/X/2017

Masa Pajak
Tahun Pajek

SPTPD

(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Harap diisi dalarn rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK

2 Beri Nomer pada Kotak yang tersadia unkuk javsaban yang diberkan
Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kemball kepada Badan Keuangan Daerah
. paling lambat tanggal 15 bulan berlkutrya,

4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas

alan dilakukan Penerbitan Surat Teguran

Kepada : Yih.
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
0 - LAHAT
NPWPD F.2.000000. X ., XX
Narma Lisaha
PERHATIAN :

A. DIIST OLEH WAJIBE PAJAK | PENANGGUNG PAJAK

1 Data Obyek Pajak

Volume/ Tonase Harga Pasar/
No. Hama Bahan Galian C (M3/Ton) Nilai Standar
1] 4.1.1.06.10.01 Jenis Batu, Batu Kall
2 4.1.1.06.12.01 lents Pasir Bahan Bangunan | spesi
3] 49.1.1.06.14,0L lenis Pasir Urug
41 4.1.1.06.17.00 Jenis Batubata
5 4.,1,1.06.18.01 Koral
B. DIISI OLEH WATIB PAJAK [ PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT
Jumiah Pembayaran dan Pajak teriutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran foto copy dokumen)
No Kode Rekening Uralar Dasar Pengenaan Tarit Pajak Terhutang
5 4.1.1.06.10.0 Jenin Batu, Baty Kall 20%
2 5. 1.1.08.12.01 Jenie Pair Bahan Bangunan [ 20%
spest
3 |4.1.1.06,14.00 Jenis Pasir Urug 2%
4 |4.1.1.06.17.00 Jerils Batubata 20 %
5 4,1,1.06.18. 0 Karal 0 %
Jumiah
FORMULTR. SIFTRD - MINERAL Halaman 1 dan 2




C. PERNYATAAN

Dengan  menyadari  sepenuhnya  akan  segala  akibat  termasuk sanisi-sanksi sesual  dengan  ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang Saya Derl kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan
tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalab benar, lengkap dan jelas

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Biterima Tanggal
Nama Petugas
NIP

Gunting di sini

No. Formulir

TANDA TERIMA

Nama
Alamat

Nama Usaha

Yang Menerima

FORMULIR SPTPO - MIMERAL Halaman 2 dari 2




PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT No: /SPTPD/XX/X/2017
Badan Keuangan Daerah
[Masa Pajak
Alamat @ IL. KOLOMEL BURLIAN, KELUARAHAN BANDAR JAYA. KECAMATAN LAMAT,
KABUPATEN LAHAT |'|'ah|.n Pajak
SPTPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
Pajak Parkir
Kepada : th.
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
Di - LAHAT
NPWPT C P2 0DDOYOOK . X . XX
Namia Usaha
PERHATIAN :

1, Harap dilsi dalam rangkap 2 (dua) dan ditults dengan huruf CETAK
7. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberfkan
3. Setelah disi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah

, paling lamhat tanggal 15 bulan berfkutmya.
4, Keterlambatan penyerahan dar tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK [ PENANGGUNG PAJAK

Data Chyek Pajak

Ny Rekening Keterangan Jmi Kendaraari Tarif Parkir

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT

Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran folo copy dokumen))

Mo Kode Rekening Uraian Dasar PEngenaan Tarit Fajak Terhutang
1 4,1.1.07.01.00 Pajak Parkir, PARKIR MOSIL 0%
% 4.1.1.07.01.01 Pajak Parklr, PARKTR MOTOR 0%
3 |4.1.1.07.00.08 Pajak Parkir, BONGEAR MUAT 30%
Jumiah
FORMLUALIR SPTRD) - Barkie Halaman § dar 2

o1



C. PERNYATAAN

Dengan  menyadarl  sepenuhnya  akan  segala  akibat  termasuk sanksk-sanksi sesuai  dengan  ketentuan
perundang-undangan  yang berlaku, saya atau yang saya berl kuasa menyatakan apa yang ‘telah kami beritahukan
tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tanggal

Hama Petugas
NIP

Gunting di sini

Ne. Fermulir i

TANDA TERIMA

Nama
Alamat

Mama Usaha

Yang Menerima

FORMIRLIR SR - Darilr Hatarman 2 dar 2




Badan Keuangan Daerah

KABUPATEN LAHAT

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

Neo : [SPTPD ot/ x/ 2017

Masa Fajak

Mamat L KOLONEL BURLIAN, KELUARAHAN BANDAR JAYA. KECAMATAN LAHAT,
Tahun Pajak

SPTPD

{Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
Pajak Sarang Burung Walet

Kepada : Yth,
KEPALA Badan Keuangan Daerah
Di - LAHAT

NPWPD

Hama Usaha

PERHATIAN :

1. Harap disi dalam rangkap 2 {dua) dan ditulis dengan huruf CETAK
Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
Setelah disi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuvangan

dan Aset Daerah, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya,
4, Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK [ PENANGGUNG PAJAK

Oata Obyek Pajak

perundang-undangan yang berfaku,

ey Klasifikasi Volume Harga Dasar
1
B. DIIST OLEH WAJIE PAJAK | PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT -
Jumiah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran fobo copy dokumen)
Mo Kode Rekening Uraian Dasar Pengenaan Tarif Pajak Terhutang
1
C. PERNYATAAN
Dengan  menyadari  sepenuhnya  akan  segala  akibat  termasuk  sanksi-sanksi sesual  dengan  ketentuan

saya atau yang saya berl kuasa menyatakan apa yang telah kaml beritahukan

tersehut dlatas beserta lamplran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Mama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

FORMLILTR SPTRD: - Sarang Hunmg Walst

Halaman 1 dari 2




Diterima Tanggal

Nama Pitugas
NIP
( )
Gunting di sini
MNe. Fermulir ]
i
TANDA TERIMA !
MNama
Alamat
Mama Usaha
LAHAT, oo i
Yang Menerima
¢ st 3

FORMULIE SPTPD - Sarang Burung Walet Halaman 2 dar 2




2. Nota Perhitungan Pajak
Daerah (NPPD)

a. Self Assesment

—Pajak Hotel

- Pajak Restoran

- Pajak Hiburan

-Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan

-Pajak Parkir

-Pajak Sarang Burung Walet
b. Official Assesment

1. Pajak Reklame



1L KERLOMEL ELRLIAN, KELUARAHAN BANDAR JAYA. KECAMATAN LAHAT, KABUPATEN LAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

BADAN KEUANGAN DAERAH

Momir

Masa Pajak
Tahun Pajak
Mama Wajb Pajak

lamat

Nama Lisaha
Alamat Usaha

NFWPD

Uraian

NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH

(Self Assesment)

A, Dasar Pengenaan Pajak

SFTPD

No
Nomor

Tanggal

Kode Rekening

Pajak Terhutang
(Rp)

Jumiah (R)

B. Setoran yang diperhitungkan

No.

55PD

Nomor

Tanggal

Masa Fajak

Satoran (Rp)

Jumiah Setaran (8)

0. Sankst administrasi .

Jurmiah dengan huruf :

C, Kekurangan pembayaran pajak (A - B)

1. Kenafkan
1. Denda

1. Bunga

ikl

28F

0,00
0,00
0,00

Jurrtah Sanksi (D)

Total

0,00

0,00

Meneetahul,

LAMAT, et

P Emiitgan s Accaamant

Halaman 1 dan 1

- T




PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN KEUANGAN DAERAH

I KOLONEL BURLIAN, KELUARAHAN BANDAR JAYA, KECAMATAN LAHAT, KABUPATEN LAHAT

NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH
(Official Assesment)

Normor

Masa Pajak

Tahun Pajak
Nama Wajib Pajak
Alamat

Hama Usaha
Alamat Lsaha

NPWPD
Uratan

A. Dasar Pengenaan Pajak

SFTPD utang
No Kode Rekening Uraian Papk Tt
Nomor Tanggal (Rp)
1
Ketetapan Pajak
D. Sanksi administrasi :
1. Kenaikan Rp. 0,00
2. Denda Rp. 0,00
3. Bunga Rp. 0,00
Jumiah Sanksi (D) 0,00
Tatal
Jumiah dengan huruf Lima ratus ima puluh sembilan ribu ruplah
Mengetabl, LAHAT, o iinniesecsasenns

Hataman 1 dari 2




PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

NPWFD

MNama Wajk Pajak
Mama Lsaha

Cara Perritungan Pajak

Judul
Tarif Pajak : LU
Juidah Reklame i Linit

Lokasi Pemasangan

Pardang Metar
Lebar Metar

Halaman 2 dari 2




3. Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD)

. Pajak Hotel

. Pajak Restoran

o @

. Pajak Hiburan
. Pajak Reklame

®© Q O

. Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan

. Pajak Parkir

. Pajak Sarang Burung Walet

Q Hh




PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN KEUANGAN DAERAH

L. KOLONEL BURLTAN, KELUARAHAN BANDAR JAYA, KECAMATAN LAHAT, KABUPATEN LAHAT

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
Nomor ’ Tahun : 2017

v

Masa Pajak H

Nama Wajib Pajak £
Alamat

Nama Lisaha

Aamat Usaha -
NPWRD :
Tanggal Jatuh Tempo H
Keterangarn :

No. Kode Rekening Jenis Pajak Daerah Jumiah (Rp.)

Jumiah Ketetapan Pokok Pajak

Jurmiah Sanks] a. Bunga 0,00
b. Kenakan 0,00

Jumiah Keseluruhan

Dengan Huruf Lima ratus lima pulub sembilan ribu rupiah

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan  melalul BXP alau Kas Daerah (bank sumsal babal, No Rskening @ 142 3000001 | dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (S5PD)

2. #pabnlaswwniﬁakmuqumbawmwahumﬂnghnn:nhn;ﬁdaﬂﬂ@ndmnﬂ[zgsepunl:s?m.&j
dikenakan sanks administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.

Halaman :1

SURAT KETETAPAN FALAK DMERAH

C—1




Nama Waijib Pajax
Alamat

Nama Lisaha
Alamat Lisaha
NPWPD

TANDA TERIMA

Yang Menerima,

SUBAT KETETARMM PRIAK DAERAH

Halaman :2

= —




4. Surat Setoran Pajak Daerah

®© & Q O o

r.-h

(SSPD)

. Pajak Hotel

. Pajak Restoran

. Pajak Hiburan

. Pajak Reklame

. Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan

. Pajak Parkir

g. Pajak Sarang Burung Walet



- - = B

PEMERINTAK KABUPATEN LAHAT
BADAN KEUANGAN DAERAH

LAHAT, KABLIPATEN LAHAT

: SSPD

(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
Tahun 2017

1L KOLONEL BURLIAK, KELUARAHAN BANDAR JAYA, KECAMATAN

Nama
Alamat

Mama Usaha
Alamat Usaba

NPWPD

Menyetor berdasarkan -

Masa Pajak :

Cara Pembayaran

Bank Penerima Setoran

Liraian

Nomeor

Tanggal £

[]sxeo []sTre [] win- tam
DSKPDT []srTro

DSKFDKB DSKPen'bewlan
DSKPDKBT DSKKebe‘alan

D Tunai El Bank

bank sumsel babei | No. Rek : 142 3000001

Dengan rincian penerimaan setoran sehagal berikut :

Tahun : 2016

Mo, Kode Rekening Jenis Pajak Nilal (Rp)
1
Jumiah
Terbilang | Satu juta rupiah
Ruang untuk Teraan Diterima Ceh | .1 TN p——
Kas Register/Tanda Tangan BENDAHARA PENERTMAAN penyetor
Petugas Penerima
Halaman 1 dari 1




. Bagan Alur

WAJIB PAJAK SUBBID PENDAFTARAN DAN KEPALA BIDANG SUBBID PENAGIHAN,
PELAPORAN, DAN =i
PAD FELAPORAN
SUBBID PENETAPAN
! ——
" Mulai
]
I Surat
Surat
Permohonan
Permohonan
—
Pemeriksaaan atas
Surat Permohonan
¥
Konfirmasi Laporan Hasil
I Pemeriksaan
ﬁ
Kartu
Data
Penghitungan/Penetapan
F
| Nota
| Perhitungan
: NP>Htg
i Pik?
I
|
Pembuatan
Bukti Pb SKPDLB
Pembuatan
Buku
Pemindah Otorisasi
Bukuan !
= =7
SKPDLB
i ; Tembusan Juga
;_ 11 Subbid
: Penagihan,
1f Pembukuan i
'}! dan Pelaporan |
i 1
l SKPDLB " F
SKPDLR
—

o

BUPATI

H. SAJFUDIN ASWARI RIVA'L




